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MOTTO

Dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan1

( Remember )

1 Alfiyan Tomy, Karangan Sendiri, Banyuwangi. 2014.
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RINGKASAN

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah

kabupaten/kota. Status kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi tapi

sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/daerah kota. Maka

dalam hal ini segala permasalahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berada di

wilayah kerja camat yaitu kecamatan maka akan menjadi tanggung jawab camat

untuk menyelesaikanya.

Berhubung banyaknya kendala-kendala dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya, menjadikan seorang camat semakin berat untuk mengemban dan

menjalankan semua tugasnya. Tidak hanya diperlukan figur seorang camat yang

tegas, berwibawa, dan jujur dalam menjalankan tugasnya, namun wewenang yang

dilimpahkan kepadanya juga menjadi faktor penting bagi camat untuk mengatasi dan

menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Adapun Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanan wewenang camat

sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan pemerintah daerah berdasarkan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daearah dan Bagaimana

kendala yang dihadapi oleh camat dalam melaksanakan wewenang sebagai Perangkat

daerah.

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk memenuhi

syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Jember, dan tujuan lainnya adalah untuk  mengetahui dan mengkaji

permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.
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Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan

pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang,

konseptual, dan asas-asas hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah

sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan

nonhukum serta analisis bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan dibahas mengenai

2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Wewenang camat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 dan di jabarkan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun

2008, serta di atur pada peraturan daerah masing – masing kota/kabupaten, dimana

semua maknanya sama meskipun ada beberapa isi dari peraturan daerah ada yang

berbeda, terlebih wewenang camat adalah sebagai pemimpin pengkoordinasian di

tingkat kecamatan dalam beberapa bidang pemerintahan yang terutama tentang

pelayanan masyarakat. Namun dalam menjalankan wewenangnya tersebut camat

mempunyai  beberapa kendala dan hambatan yang dimana kendala dan hambatan itu

sendiri berasal dari terlalu banyaknya hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab

camat.

Saran dari penulis, dalam hal ini adalah agar pemerintah lebih memperhatikan

lagi tugas tugas yang di emban seorang camat, perlu adanya peraturan undang-undang

yang lebih jelas lagi tentang pengaturan apa yang menjadi wewenang seorang camat,

apalagi camat bukan lagi sebagai penguasa tunggal di wilayah kecamatan, jika tugas

yang diberikan terlalu banyak sementara wewenang yang di dapatnya tidak sesuai

tugas yang diembanya, maka camat sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah akan sulit terlaksana dengan baik.
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